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KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN (STUDI 
KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 
25/PUU-XII/2014 TENTANG TUGAS PENGATURAN DAN 
PENGAWASAN DI SEKTOR PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA 
KEUANGAN). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
       Negara  Indonesia merupakan negara yang menganut asas Pancasila. Asas 
pancasila merupakan suatu faham yang lebih menitik beratkan pada gotong 
royong atau kekeluargaan. Tercermin melalui bunyi dari Sila Ke 5 Pancasila yaitu 
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014 telah dicantumkan 
bahwa terdapat beberapa pendapat dari kedua belah pihak mengenai uji materiil 
dari UU OJK itu sendiri, dan kemudian timbul  beberapa argumentasi atau 
pertimbangan yang masuk pada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Akibat hukum 
dengan adanya PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-
XII/2014  adalah adanya perubahan terhadap pasal 1 angka 1 UU OJK yaitu 
penghapusan kata “ bebas dari campur tangan pihak lain”, dan mebiarkan kata “ 
independen “ berdiri sendiri. Sehingga bunyi pasal 1 angka 1 UU OJK menjadi  
“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang 
independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, 
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ini.”  
      Kata Kunci : Independen, Mahkamah Konstitusi, Otoritas Jasa 











M.R.F. Izzata Laxamana. 2017. E0013276. EXISTENCE OF AUTHORITIES 
OF FINANCIAL SERVICES AS INDEPENDENT COUNTRY AGENCIES 
(CASE STUDY ON THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT 
OF THE NUMBER 25 / PUU-XII / 2014 CONCERNING DUTIES OF 
SETTINGS AND SUPERVISIONS IN THE BANKING SECTOR BY THE 
AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICES). Legal Writing. Faculty of Law, 
Sebelas Maret University. 
The state of Indonesia is a country that adheres to the principle of 
Pancasila. The principle of Pancasila is a concept that focuses more on mutual 
cooperation or kinship. Reflected through the sound of the Pancasila Five 
Precepts is "Social Justice for all Indonesian people." In the DECISION OF THE 
CONSTITUTIONAL COURT OF THE NUMBER 25 / PUU-XII / 2014, several 
articles of both parties have been enacted on the article of OJK itself, and then 
there are several arguments or considerations which are included in the 
Constitutional Court itself. The legal consequences of the Constitutional Court 
Decision Number 25 / PUU-XII / 2014 are the amendments to article 1 number 1 
of the OJK Law, namely the abolition of the word "free from the interference of 
other parties", and let the word stand alone. Article 1 Sub-Article 1 of the OJK 
Law meanjadi "Financial Services Authority, hereinafter abbreviated OJK, is an 
independent institution, which has the functions, duties, and authority of 
regulation, supervision, examination and investigation in this law." 
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